KEPUTUSAN CAMAT PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : -4 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 —2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS

Menimbang :a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 98 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021
sebagai dokumen yang wajib dipedomani dan dilaksanakan
oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional, Karyawan/i.
dan Perangkat Kelurahan se-Kecamatan Pinggir beserta
seluruh unsur/elemen masyarakat sebagai para Pemangku
Kepentingan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa untuk dapat terwujudnya maksud huruf a di atas,
maka perlu menetapkan Renstra Kecamatan Pinggir
Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dengan suatu
Keputusan Camat Pinggir;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

3. Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 200 4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),
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Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421),

Undang —Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor .., Tambahan
Lembaran Negara Nomor ....);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahu 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4817);
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta kedudukan
kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107),

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Pemetaan Pemangku Kepentingan di
Lingkungan InstansiPemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP)
Daerah Provinsi Riau tahun 2005 -2025 ( Lembaran Daerah
Provinsi Riau tahun 2010 Nomor 10 );

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Provinsi Riau Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 tahun 2004
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor
22);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJP)
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2007 Nomor 03);
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Memperhatikan : 1.

Menetapkan
PERTAMA

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun
2008 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten
Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong
Peraja Kabupaten Bengkalis ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkalis tahun 2008 Nomor 14 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis);

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 19 tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pada
Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis,

Visi dan Misi serta Program Unggulan Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 -2021;

MEMUTUSKAN

Keputusan Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis tentang Reviu
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pinggir Kabupaten
Bengkalis tahun 2016 - 2012 sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinggir

Pada tanggal : Juni 2021
CAMAT PINGGIR,
/"
e
,’/ §
LECARH
AZUAR, S
PEMBINA

NIP. 19640621 198603 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis.

2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.

3. Bapak Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

4. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Saudara Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.




